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ABSTRACT 

 

Kertomulyo Beach Ecotourism has a long history and eventually gained advantages over other beaches 

in Pati Regency. The progress of Kertomulyo Beach Ecotourism has been achieved through 

collaboration between the government, private sector, and the community, as stated in Regional 

Regulation No. 2 of 2018 concerning the Pati Regency Tourism Development Plan 2018-2025. The 

purpose of this study is to identify the stakeholders involved and the collaboration processes occurring 

at Kertomulyo Beach. The method used is descriptive qualitative. Some of the theories applied include 

stakeholder mapping matrix vs. interest theory and stakeholder collaboration processes. The subjects 

of the study were determined using purposive sampling techniques. The research results focus on the 

study's objectives, yielding two main conclusions.The first conclusion shows that the stakeholders 

involved are categorized into four groups based on their level of importance and power: crowd, contest 

setter, subject, and player. No stakeholders were identified in the crowd category. The contest setter 

stakeholder is the Pati Regency Tourism, Youth, and Sports Agency (DINPORAPAR). The subject 

category includes traders, the community, village administration, and mass media. Finally, the player 

category includes PPUP, Tresno Segoro, and Misaja.The second conclusion indicates that overall, the 

collaboration process at Kertomulyo Beach can be considered good in terms of the transformation of 

the beach from barren to green, and its official designation as a tourist spot in 2017. However, in terms 

of tourism, the results are not significant, as evidenced by a decline in visitor numbers and issues in the 

collaboration process. Recommendations include enhancing collaboration in tourism at Kertomulyo 

Beach. Other issues, such as synergy between managers and village administration, must be addressed 

promptly to support sustainable ecotourism.Keywords: Collaboration, Stakeholder, Ecotourism.  
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ABSTRAK 

 

Ekowisata Pantai Kertomulyo memiliki sejarah panjang dan pada akhirnya memiliki 

keunggulan dari pantai lain di Kabupaten Pati. Kemajuan ekowisata Pantai Kertomulyo dicapai melalui 

kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Perda No. 2 

Tahun 2018 tentang rencana pembangunan pariwisata  Kabupaten Pati 2018-2025. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dan proses kolaborasi yang terjadi di 

Pantai Kertomulyo. Kemudian metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Beberapa teori yang 

dipakai adalah teori pemetaan stakeholder matriks vs interest  dan proses kolaborasi 

stakeholder.Kemudia untuk penentuan subjek penelitian dengan teknik purpossive sampling. Hasil 

penelitian berfokus pada tujuan dari penelitian, sehingga diperoleh dua kesimpulan utama. Kesimpulan 

pertama menunjukkan stakeholder yang terlibat dikategorikan menjadi empat berdasarkan tingkat 

kepentingan dan kekuatan,  yaitu crowd, contest setter, subject dan player. Untuk stakeholder crowd 

tidak ditemukan. Pada stakeholder contest setter adalah DINPORAPAR Kabupaten Pati. Subject 

meliputi pedagang, masyarakat, pemdes dan media massa . Terakhir kategori player meliputi PPUP, 

Tresno Segoro dan Misaja. Kesimpulan keduan menunjukkan secara keseluruhan proses kolaborasi 

yang terjadi pada  Pantai Kertomulyo dapat dikatakan baik apabila dilihat dari segi perubahan yang 

terjadi pada kondisi pantai yang awalnya gersang menjadi hijau dan telah menjadi tempat wisata secara 

resmi ditahun 2017 , tetapi dalam hal wisata terlihat tidak signifikan yang didasarkan pada penurunan 

tingkat pengunjung dan permasalahan dalam kolaborasi. Saran yang dapat diberikan perlu adanya 

peningkatan kolaborasi dalam hal wisata yang ada di Pantai Kertomulyo. Permasalahan lain seperti 

sinergitas antara pengelola dan pemdes harus segera dicapai. Sehingga dapat menunjang untuk menjadi 

ekowisata yang berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan manusia akan rekreasi 

semakin meningkat seiring perkembangan 

zaman, menjadikan sektor pariwisata 

sebagai salah satu sarana penting untuk 

menghilangkan stres dan meningkatkan 

kualitas hidup. Indonesia, dengan 

keanekaragaman budaya dan kekayaan 

alamnya, termasuk garis pantai yang 

panjang, memiliki potensi besar untuk 

pengembangan pariwisata, termasuk 

ekowisata berbasis mangrove. Kabupaten 

Pati, khususnya Desa Kertomulyo, 

Kecamatan Trangkil, adalah salah satu 

contoh daerah dengan potensi ekowisata 

mangrove yang signifikan. Pantai 

Kertomulyo telah berkembang menjadi 

destinasi ekowisata dan memiliki beberapa 

keunggulan. 

Keunggulan pertama adalah dengan 

peningkatan luas hutan mangrove yang 

signifikan dari tahun ke tahun dibuktikan 

dengan data berikut ini : 

Luas Hutan Manggrove Pantai 

Kertomulyo  

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

No Tahun Luas Manggrove 

1. 2017 ± 9,99 Ha 

2. 2018 ± 11,58 Ha 

3. 2019 ± 13, 99 Ha 

4. 2020 ± 17, 5 Ha 

5. 2021 ± 21 Ha 

Sumber  : Mufidah Esti Walupi 2022 

(diolah) 

Banyaknya tanaman mangrove di kawasan 

pesisir Pantai Kertomulyo dapat dilihat dari 

data di atas. Pada tahun 2017, luas tanaman 

mangrove hanya sekitar 9,99 ha. Kemudian 

pada tahun 2018 diperluas sebesar 15,92% 

menjadi 11,58 Ha. Selain itu, terjadi 

peningkatan sebesar 20,8% pada tahun 

2019. Hasilnya, luas hutan bakau mencapai 

13,99 hektar. Sementara luas mangrove 

akan bertambah masing-masing sebesar 

17,5% dan 25,1% pada tahun 2020. Pada 

tahun 2021 juga akan meningkat sebesar 

20%. Dengan demikian, luas hutan bakau di 

Pantai Kertomulyo mencapai total 21 ha. 

Hasilnya, kemajuan yang dicapai sangat 

positif. karena kawasan tersebut telah 

berkembang secara signifikan dari tahun ke 

tahun.Keunggulan kedua adalah memiliki 

SDM yang mumpuni, sebelum menjadi 

ekowisata, Pantai Kertomulyo sangat 

gersang dan minim tumbuhan. Sejumlah 

SDM di desa mulai memperhatikan dan 

melakukan upaya sukarela untuk 

memperbaiki lingkungan pantai, yang 

akhirnya diresmikan sebagai tempat wisata 

pada tahun 2017. Pada awalnya, fasilitas di 

pantai ini sangat minim, hanya ada hutan 

mangrove kecil dan jembatan berbentuk 

huruf 'A'. Kemudian, berbagai fasilitas 

seperti gazebo dan menara kayu 

ditambahkan untuk memperkaya 

pengalaman pengunjung dan memperindah 



pantai. Jembatan-jembatan juga dibangun 

untuk memudahkan akses pengunjung dan 

memberikan kesan lebih dekat dengan 

hutan mangrove. Tanpa SDM yang peduli 

dan inisiatif untuk merubah keadaan 

melalui penanaman mangrove dan 

pengembangan wisata, Pantai Kertomulyo 

tidak akan mencapai kondisi seperti saat 

ini.Keunggulan lainnya adalah Pantai 

Kertomulyo berhasil menjadi pariwisata 

berkelanjutan, dibuktikan dengan 

kemenangan Kabupaten Pati dalam 

perlombaan perencanaan pembangunan 

daerah pada tahun 2021, meraih juara 1 

tingkat provinsi. Prestasi ini dicapai melalui 

berbagai penilaian dan pemenuhan 

indikator sesuai Perda Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 10 Tahun 2012, seperti 

penyuluhan sadar wisata, penyediaan 

sarana akomodasi, pembangunan jalan 

setapak, serta peningkatan kapasitas 

pemerintah desa dalam pengembangan 

wisata. 

Dari hal-hal yang diuraikan dapat 

dipahami bahwasannya. Sebelum menjadi 

daerah ekowisata, Pantai Kertomulyo 

mengalami perjalanan yang panjang dan 

terjadi kolaborasi dari beberapa stakeholder 

untuk menunjang perkembangan ekowisata 

Pantai Kertomulyo. Hal itupun senada 

dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 

2011 pasal 51-52 tentang induk 

pembangunan kepariwisataan nasional 

tahun 2010-2025 dan perda No. 2 Tahun 

2018 tentang rencana pembangunan 

pariwisata  Kabupaten Pati 2018-2025. 

Dalam peraturan tersebut memiliki 

ketersesuaian, yang pada intinya dijelaskan 

untuk mencapai pembangunan pariwisata, 

kekuatan terbesar yang harus diterapkan 

adalah terciptanya bentuk skema kerja sama 

antara pemerintah, swasta , dan masyarakat. 

Pengembangan ekowisata di Pantai 

Kertomulyo, Kabupaten Pati, telah 

menunjukkan potensi signifikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal dan pelestarian lingkungan melalui 

ekosistem mangrove. Keberhasilan ini 

dicapai berkat kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Meski demikian, masih ada masalah yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut, 

terutama terkait penurunan kunjungan 

wisata yang tetap terjadi di Pantai 

Kertomulyo meskipun tren nasional 



menunjukkan peningkatan pasca 

penurunan akibat Covid-19. 

Jumlah Wisatawan Pada Ekowisata 

Mangrove Pantai Kertomulyo 

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

Nama Objek 

Wisata 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pantai 

Banyutowo 

7.29

0 

50.59

6 

9.68

1 

- - 

Pantai Idola - - 9.68

1 

7.200 - 

Pantai 

Kertomuly

o 

- - - 52.44

1 

43.13

1 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pati 2023 (diolah) 

Selama lima tahun terakhir, hanya ada tiga 

pantai wisata di Pati, menunjukkan 

pengelolaan yang kurang optimal meskipun 

memiliki garis pantai yang panjang. Data 

jumlah pengunjung, khususnya di Pantai 

Kertomulyo, tidak konsisten. Meskipun 

resmi diakui sejak 2017, tidak ada catatan 

pengunjung dari 2018 hingga 2020. Pada 

2021, kunjungan meningkat drastis namun 

kembali menurun pada 2022. Hal ini 

menunjukkan kemungkinan penurunan 

kinerja beberapa stakeholder, sehingga 

penelitian ini akan menganalisis kontribusi 

dan kolaborasi stakeholder dalam 

pengembangan ekowisata mangrove di 

Pantai Kertomulyo. Tujuan penelitian 

adalah memberikan rekomendasi strategis 

untuk memperkuat kerjasama guna 

mencapai pengelolaan ekowisata yang 

berkelanjutan dan optimal. 

TUJUAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasi stakeholder yang terlibat 

dan menganalisis proses kolaborasi 

stakeholder yang terjadi pada 

pengembangan ekowisata Pantai 

Kertomulyo Kecamatan Trangkil, 

Kabupaten Pati. 

KAJIAN TEORI 

A. Stakeholder 

Stanford Research Institute pertama 

kali menggunakan istilah “pemangku 

kepentingan” pada tahun 1963 (Friedman 

dan Miles, 2006). Menurut Caroll (1991), 

klasifikasi dan evaluasi konsep kinerja 

organisasi merupakan tujuan awal dari 

konsep pemangku kepentingan. Selain itu, 

Freeman berpendapat bahwa memahami 

hubungan antara pertemuan dan orang-

orang yang berdampak atau terkena 

dampak suatu asosiasi adalah metode untuk 

mengevaluasi kelangsungan hidup asosiasi 

dalam mencapai tujuan (Arrozaaq, 2017).  

B. Stakeholder Mapping 

Menurut (LAN, 2015: 118), 

pemetaan stakeholder merupakan salah 

satu proses penting dalam tata kelola 

pemerintahan yang demokratis. Sebelum 



pembahasan yang lebih lanjut tentang apa 

itu definisi pemetaan stakeholder.Lebih 

lanjut menurut menurut WHO (2007) 

dalam (LAN, 2015 : 119) pemetaan 

stakeholder adalah teknik yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menilai kepentingan dari pihak-pihak 

kunci, kelompok, atau institusi yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan dari sebuah 

kegiatan.  

Menurut Eden and Ackermann (1998 ; 122) 

dalam Lembaga Administrasi negara 

(2015), Identifikasi stakeholder didasarkan 

pada kepentingan dan kekuatan masing-

masing stakeholder. Setelah  diketahui 

kepentingan dan kekuatan (rendah atau 

tinggi) selanjutnya dikategorikan  sebagai 

berikut : 

1. Contest setter, merupakan pemangku 

kepentingan yang memiliki pengaruh 

tinggi, tetapi sedikit kepentingan.  

2. Players, merupakan stakeholder yang 

aktif karena mereka mempunyai 

kepentingan dan pengaruh yang tinggi 

terhadap pengembangan suatu proyek/ 

program, 

3. Subject,  memiliki kepentingan yang 

tinggi dan pengaruhnya rendah, 

walaupun mereka mendukung kegiatan, 

kapasitasnya terhadap dampak mungkin 

tidak ada. Namun mereka dapat menjadi 

pengaruh jika membentuk aliansi 

dengan stakeholder lainnya, dan  

4. Crowd, merupakan stakeholder yang 

memiliki sedikit kepentingan dan 

pengaruh terhadap hasil yang diinginkan 

dan hal ini menjadi pertimbangan untuk 

mengikut sertakannya dalam 

pengambilan keputusan. 

C. Collaborative Governance 

Pada awalnya, muncul dalam 

pandangan dunia administrasi dan sejalan 

dengan kemajuan dalam inovasi dan SDM 

yang membuat otoritas publik menghadapi 

permasalahan kompleks yang tidak dapat 

ditangani sendiri oleh otoritas publik tanpa 

melibatkan mitra atau penghibur di luar 

otoritas publik. Collaborative governance 

merupakan sebuah metode dalam 

penyusunan kebijakan publik dan 

manajemen publik yang melibatkan aktor-

aktor dari luar pemerintahan, seperti tokoh 

masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, 

LSM, dan organisasi non-pemerintah 

lainnya, untuk bersama-sama mengelola 

kepentingan public (Emerson & Nabatchi, 

2015 dalam Muhammad Noor, 2022 : 45). 

Lebih lanjut Model Collaborative 

Governance Regime (CGR) yang 

dikembangkan oleh Stephan Balogh, Tina 

Nabatchi, dan Kirk Emerson adalah salah 

satunya. Meskipun model CGR dianggap 

sederhana, namun model ini memberikan 

analisis mendalam mengenai proses 

kolaborasi, mulai dari masukan hingga 

pemicu dampak. Mulai dari konteks sistem 



dan pendorong hingga kolaborasi dinamis, 

tindakan, dampak, dan adaptasi, kerangka 

CGR mengintegrasikan banyak komponen 

tata kelola kolaboratif. Menurut model 

CGR, proses kolaborasi antar aktor yang 

terlibat (stakeholder), baik pemerintah 

maupun non-pemerintah, perlu mengacu 

pada kerjasama jangka panjang. Menurut 

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), 

proses kolaborasi terdiri dari tiga 

komponen: (1) dinamika kolaborasi; (2) 

tindakan kolaborasi; dan (3) dampak dan 

adaptasi terhadap proses kolaborasi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif deskriptif 

menjadi fokus penelitian . Fokus metode 

penelitian kualitatif adalah pada observasi 

dan wawancara mendalam. Dalam 

metodologi subjektif ini, informasi 

diperoleh dari berbagai sumber untuk 

menyelidiki kebenaran data tertentu dari 

berbagai teknik dan sumber pengamanan 

informasi. Teknik sampling yang dipakai 

adalah  purpossive sampling. Dengan 

tujuan data yang terkumpul bersifat  

spesifik mendalam dari informan, yang 

benar-benar terlibat dalam pengembangan 

ekowisata Pantai Kertomulyo.  

PEMBAHASAN 

A. Identifikasi stakeholder yang terlibat 

dalam pengembangan ekowisata 

Stakeholder merupakan individu, 

kelompok, atau organisasi yang memiliki 

kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh 

hasil dari suatu proyek, kebijakan, atau 

keputusan tertentu. Mereka dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

proses dan hasil dari suatu inisiatif, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Untuk mengidentifikasi stakeholder yang 

terlibat dalam pengembanagn ekowisata 

mangrove Pantai Kertomulyo. Peneliti 

memakai memakai  teori  teknik  

Stakeholder Mapping (Power Vs Interest) 

oleh Eden dan Ackerman.Power serta 

interest menjadi fokus utama dalam teknik 

analisis model identifikasi stakeholder. 

Secara singkat dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Power bisa berasal dari potensi 

stakeholder untuk mempengaruhi 

kebijakan atau organisasi yang berasal 

dari kekuasaan berbasis kedudukan atau 

sumber daya mereka dalam organisasi, 

atau mungkin pengaruh mereka yang 

berasal dari kredibilitas mereka sebagai 

pemimpin atau ahli.  

b. Sedangkan interest stakeholder terhadap 

sebuah kebijakan atau proyek tertentu 

akan diukur melalui tingkat 

keaktifannya.  



Hasil menunjukkan ada beberapa 

stakeholder yang teridentifikasi dalam 

pengembangan ekowisata Pantai 

Kertomulyo yaitu sebagai berikut : 

N

o 

Stakehol

der 

Kepenti

ngan / 

Interest 

Kekuata

n / 

Power 

Kategori 

1 Pedaga

ng 

Tinggi Rendah Subject 

2 Masyar

akat 

Tinggi Rendah Subject 

3 Pokdar

wis 

Tresno 

Segoro 

Tinggi  Tinggi Player 

4 Pemdes Tinggi Rendah Subject 

5 PPUP Tinggi Tinggi Player 

6 DINPO

RAPA

R 

Kabupa

ten Pati 

Rendah Tinggi Contest 

Setter 

7 PT. 

Misaja 

Mitra 

Tinggi Tinggi Player 

8

. 

Media 

Massa 

Tinggi Rendah Subject 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2024) 

B. Analisis Kolaborasi Stakeholder 

dalam Pengembangan Ekowisata 

Ekowisata Mangrove Pantai Kertomulyo 

memiliki beberapa keunggulan tetapi 

semakin berjalannya waktu ada 

kemunduran. Salah satunya adalah jumlah 

kunjungan wisatawan yang menunjukkan 

penurunan tiap tahunnya. Hal ini perlu 

diselidiki lebih lanjut. Terus menerapkan 

teori CGR pada tata kelola. Emerson, 

Nabatchi, dan Balogh mengusulkan dengan 

3 penanda, antara lain sebagai berikut: 

1. Dinamika Kolaborasi 

Pengalihan pengelolaan Pantai 

Kertomulyo kepada karang taruna 

atau pemuda setempat adalah langkah 

strategis yang memenuhi kebutuhan 

pengelolaan intensif. Ini menekankan 

pentingnya peran pemuda dalam 

pelestarian lingkungan dan 

kolaborasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan. Pemdes 

menyerahkan gerakan penghijauan 

kepada pemuda karena mereka 

memiliki lebih banyak waktu dan 

kemampuan untuk menjalin relasi, 

sementara pemdes memiliki banyak 

urusan lain yang harus ditangani. 

Selain itu dari dinamika kolaborasi 

terdapat tiga aspek yang meliputi : 

a. Pergerakan prinsip bersama 

pergerakan prinsip bersama 

berawal dari keprihatinan 

masyarakat atas kondisi pantai 

dan gerakan penghijauan oleh 

pemerintah desa pada tahun 2009. 

Karena membutuhkan 

pengelolaan yang intensif, 

pengelolaan kemudian 

diserahkan kepada pemuda desa 

yang tergabung dalam karang 

taruna Satya Mulya. Seiring 

waktu, para pemuda berhasil 

menarik perhatian masyarakat 

dan berbagai pihak lainnya, 



hingga akhirnya Pantai 

Kertomulyo berkembang menjadi 

destinasi pariwisata. Sehingga 

dapat disimpulkan dalam 

pergerakan prinsip bersama bagi 

aktor-aktor yang terlibat. Berasal 

dari keprihatinan kondisi pantai, 

kemudian dapat menarik 

perhatian dari pihak lain untuk 

ikut peduli dan pada akhirnya 

lingkungan pantai mulai berubah, 

serta untuk sekarang menjadi 

tempat wisata. 

b. Motivasi Bersama 

Dalam motivasi bersama terdapat 

beberapa hal yang menjadi 

kesimpulan yang meliputi : 

1. Kepercayaan bersama 

Dalam membangun 

kepercayaan bersama,PPUP 

merupakan aktor utama yang 

melakukannya. Dikarenakan 

sebagai kelompok atau 

komunitas lokal dan benar-

benar peduli pada lingkungan 

pantai. kepercayaan bersama 

terbangun dari kesaksian 

terhadap perubahan positif, 

komitmen jangka panjang, 

bukti nyata kontribusi, dan 

komunikasi efektif antara 

berbagai pemangku 

kepentingan.  

2. Pemahaman bersama 

Secara keseluruhan 

pemahaman bersama pada 

stakeholder yang terlibat 

dalam pengembangan 

ekowisata mangrove Pantai 

Kertomulyo. Muncul setelah 

adanya aksi serius dari PPUP 

sebagai penggerak dalam 

melakukan penghijauan. 

3. Legitimasi internal 

Dapat diketahui legitimasi 

internak terbentuk karena 

padanya pengakuan 

pengembangan ekowisata di 

Pantai Kertomulyo sangat 

mengandalkan kolaborasi dan 

dukungan dari berbagai aktor. 

Pedagang, masyarakat, 

kelompok lingkungan, 

pemerintah desa, dinas 

terkait, dan perusahaan 

seperti PT Misaja Mitra 

semuanya memiliki peran 

penting. Ketergantungan ini 

membentuk jaringan interaksi 

yang kompleks namun sangat 

penting untuk mencapai 

tujuan bersama dalam 

pelestarian lingkungan dan 

pengembangan ekonomi 

lokal. 

c. Kapasitas melakukan tindakan 

bersama 



Dalam hal kapasitas berdasarkan 

hasil penelitian terdapat tiga hal 

yang disoroti, yang meliputi : 

1. Kepemimpinan 

Pemimpin di Pantai 

Kertomulyo mengarah pada 

pengelola yaitu PPUP dan 

Pokdarwis Tresno Segoro. 

Dalam melakukan 

kepemimpinan dalam hal 

pengembangan ekowisata. 

Khususnya terkait dengan 

ekosistem sudah sangat baik, 

karena menunjukkan 

perubahan yang signifikan. 

Akan tetapi untuk 

kepemimpinan dalam hal 

wisata masih dirasa kurang, 

karena dari aspek utama 

yanitu pengunjung 

mengalami penurunan. 

2. prosedur dan kesepakatan 

institusi 

Hal-hal yang disepakati 

stakeholder mengacu pada 

arahan pengelola dan 

kebanyakan memang dalam 

hal penanaman. Terkait 

dengan wisata belum ada 

kesepakatan yang begitu 

berarti. Karena pada dasarnya 

dari pihak pengelola memang 

lebih mengutamakan 

keberlangsungan ekositem di 

pantai. Adapun wisata yang 

terbentuk hanyalah sebagai 

bonus,sebagai dampak positif 

Gerakan penghijauan yang 

telah dilakukan sejak lama. 

3. Pengetahuan  

Secara keseluruhan 

stakeholder yang terlibat telah 

mengetahui tentang arti dari 

ekowisata dan pentingnya 

kolaborasi. 

4. sumber daya 

Secara keseluruhan dari 

stakeholder yang terlibat. 

Sudah mampu untuk 

melakukan perubahan pada 

keadaan pantai, hingga resmi 

menjadi tempat wisata pada 

tahun 2017 tetapi  

keberlangsungan wisata dari 

sumber daya dapat dikatakan 

belum terlalu mendukung. 

2. Tindakan Kolaborasi 

Pada pantai kertomulyo sebelum 

menjadi ekowisata, mengalami 

perjalanan panjang. Fokus utama 

dalam pengembangan pertama kali 

adalah perbaikan pantai Kertomulyo. 

Yaitu dengan melaukan gerakan 

penghijauan dan dilakukan oleh 

banyak pihak. Kemudian pada tahun 



2017 setelah ada SK dari 

DINPORAPAR,  Pantai Kertomulyo 

resmi menjadi wisata yang 

mengutamakan lingkungan alam. 

Sehingga disebut sebagai ekowisata. 

Pada tahun itu pula media massa, 

khusunya pers mulai melakukan 

tindakan kolaborasis secara tidak 

langsung. Yaitu melakukan 

penyebaran informasi tentang 

keberadaan Pantai Kertomulyo. 

Setelah itu mulai ada pihak swasta 

yang masuk dan yang paling 

menonjol adalah Misaja. Dimana 

telah melakukan tindakan kolaborasi 

sejak tahun 2018. Hal-hal yang 

diberikan sangat bermanfaat, yaitu 

berupa CSR bibit mangrove dan 

pembuatan gazebo. Semakin 

berjalannya waktu terkait dengan 

wisata di Pantai Kertomulyo 

mengalami kemunduran. Beberapa 

factor yang menyebabkannya adalah 

terjadinya covid-19, sinergitas 

anatara pengelola dengan pemmdes 

periode sekarang kurang baik dan 

minat dari pengelola untuk 

mengembangakan pariwisata 

menurun.Tetapi walaupun demikian 

kerja keras dari kolaborasi 

stakeholder. Jika diruntut dari awal 

hingga sekarang. Tetap ada manfaat, 

terutama dari segi perubahan Pantai 

Kertomulyo yang menjadi semakin 

hijau dan telah menjadi tempat wisata 

walaupun masih perlu dilakukan 

berbagai aksi untuk lebih mendukung 

keberlangsungan wisata di Pantai 

Kertomulyo.Sehingga diperoleh 

beberapa bentuk tindakan kolaborasi 

yang meliputi : 

N

o 

Stakeholder Tindakan kolaborasi 

1. Pemerintah 

desa dan 

Masyarakat 

Gerakan 

penghijauan yang 

pertama kali digagas 

dan dilakukan pada 

tahun 2009 bersama 

beberapa 

masyarakat yang 

peduli terhadap 

lingkungan 

 

2. Karang 

taruna desa 

dan 

masyarakat 

lain 

Beranjak pada suatu 

kesamaan yang 

dibawa oleh 

beberapa pemuda 

dan elemen 

masyarakat yang 



peduli lingkungan. 

mereka terus 

melakukan kerja 

sama atau kolaborai 

untuk terus 

melakukan kegiatan 

penghijauan di 

Pantai Kertomulyo. 

Hingga pada suatu 

saat di tahun 2014 

sepakat membuat 

paguyuban bernama 

PPUP  

3. PPUP dan 

OISCA 

OISCA merupakan 

NGO yang 

memberikan 

pengetahuan tentang 

mangrove dan 

bagaimana caa 

mencari dana terkait 

bibit mangrove. 

Setelah bekerja 

sama denga OISCA 

PPUP menjadi 

semakin 

bersemangat dalam 

melakukan kegiatan 

penghijauan. 

Dibuktikan dengan 

kehadiran berbagai 

aktor yang ikut 

berpartisipasi 

seperti, koramil, 

kodim, kapolres, 

TNI. Adapun 

komunitas- 

komunitas seperti 

cb, mercy, c70 dan 

lainnya. 

 

4. Internal 

PPUP 

Membuat jembatan a 

yang kemudian 

menjadi awal 

dikenalnya Pantai 

Kertomulyo 

5. Pengelola 

dan media 

massa 

Tindakan kolaborasi 

yang terjadi adalah 

melakukan branding 

tentang eksistensi 

keberadaan  

ekowisata. Salaha 

satunya dilakukan 

oleh redaksi times 

Indonesia 

6. PPUP dan 

DINPORAP

AR 

Pada tahun 2017 

diantara PPUP dan 

DINPORAPAR. 

Sepakat untuk 

membuat kelompok 

sadar wisata. 

Sehingga lahirlah 

Pokdarwis Tresno 

Segoro. Dengan SK 

Pokdarwiss 20 Juni 

2017 tetapi tidak 

menghilangkaneksis

tensi PPUP itu 

sendiri. 

7. Pokdarwis 

Tresno 

Segoro dan 

pedagang 

Tindakan kolaborasi 

yang dialakukan 

adalah 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Pedagang sendiri 

merupakan elemen 

masyarakat yang 

memiliki 

kepentingan untuk 

berjualan. Sebagai 

pengelola wisata 

Tresno Segoro 

menyediakan toko-

toko untuk pedagang 

dengan sewa yang 

relatif murah yaitu 

21 ribu per-minggu. 

8. Internal 

Pengelola 

(PPUP, 

Tresno 

Segoro) dan 

PT. Misaja 

Tindakan yang 

dilakukan adalah 

melakukan dies 

natalis. Dengan 

tujuan merayakan 

keberhasilan mereka 

dan para aktor yang 

terlibat dalam 

pengembangan 

ekowisata Pantai 

kertomulyo 

9. Pengelola 

(PPUP, 

Tresno 

Kerja sama yang 

dilakukam adalah 

berkaitan dengan 



Segoro) dan 

PT. Misaja 

pemberian CSR 

berupa bibit di tahun 

2018-2021. Selain 

itu juga CSR berupa 

pembuatan gazebo. 

Sumber : Hasil penelitian 2024 (diolah) 

Lebih lanjut, dalam melakukan 

penelitian di Pantai Kertomulyo, peneliti 

menemukan fakta bahwasannya memang 

sangat sepi pengunjung. Berdasarkan data 

pengunjung di Pantai Kertomulyo 

mengalami kemunduran dalam dua tahun 

terakhir. Dibuktikan dengan data berikut : 

No Tahun Pengunjung 

1 2021 52.441 

2. 2022 43.131 

3. 2023 37.703 

Sumber : Arsip DINPORAPAR 

2023(Diolah) 

Data menunjukkan penurunan pengunjung 

yang signifikan, dari 52.441 pengunjung 

pada tahun 2021 menjadi 37.703 

pengunjung pada tahun 2023. Penambahan 

daya dukung wisata, seperti gazebo, 

ternyata kurang signifikan dalam 

meningkatkan jumlah pengunjung. Akses 

menuju lokasi wisata ternyata menjadi 

faktor penting. Meskipun akses ke 

ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo 

relatif mudah, jalan menuju lokasi masih 

sempit dan beberapa bagiannya rusak 

parah. 

Kondisi Jalan Menuju Ekowisata 

Sumber : Dokumentasi penulis (2024) 

Terkait dengan jalan yang rusak 

belum ada suatu Tindakan kolaborasi yang 

dilakukan. Hal tersebut karena 

membutuhkan dana yang besar dan untuk 

hal tersebut sebanrnya bisa dilakukan oleh 

pemdes. karena pemdes sendiri memiliki 

anggaran dana desa dari pusat yang 

jumlahnya sangat besar. Akan tetapi 

diantara pengelola dan pemdes periode 

sekarang hubungan mereka renggang, 

dikarenakan masalah sinergitas. 

Beberapa stakeholder mengalami 

penurunan performa, terutama pemerintah 

desa yang awalnya berperan penting dalam 

pengembangan awal ekowisata mangrove 

Pantai Kertomulyo. Seiring waktu, 

kekuatan pemerintah desa melemah karena 

masalah sinergitas dengan pengelola. 

Pengelola utama, yaitu PPUP dan Tresno 

Segoro, juga mengalami penurunan 

performa karena tidak dapat menjalin 



hubungan baik dengan pemerintah desa dan 

gagal membangkitkan ekowisata dari tren 

penurunan pengunjung, seperti yang 

terlihat pada temuan tahun 2023. 

DINPORAPAR, sebagai organisasi publik, 

telah membantu dalam branding ekowisata, 

namun perannya masih kurang efektif 

dalam menunjang keberlanjutan ekowisata. 

Meskipun memiliki kekuatan yang 

signifikan, kepentingan DINPORAPAR 

masih rendah, sehingga tidak dapat berbuat 

banyak terhadap penurunan jumlah 

pengunjung. 

3.Dampak 

Berkaitan dengan dampak dpat 

dikategorikan menjadi tiga dampak 

utama yang meliputi: 

a. Dampak yang di inginkan meliputi, 

perubahan signifikan pada Pantai 

Kertomulyo dan kemudahan dalam 

mencari bibit mangrove. 

b. Dampak Yang tidak di inginkan, pada 

dampak ini yang terlihat sangat jelas 

adalah sinergitas dari pengelola dan 

pemdes yang menjadi kurang baik. 

c. Dampak tidak terduga meliputi, 

terjadinya covid-19 yang 

mempengaruhi keberlangsungan 

wisata. Kemudian dampak yang lain 

adalah lahirnya UMKM yang 

memanfaatkan hasil mangrove 

sebagai bahan produksi. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Untuk stakeholder yang terlibat 

dikategorikan menjadi empat 

berdasarkan tingkat kepentingan dan 

kekuatan,  yaitu Crowd, contest 

setter, subject dan player. Untuk 

stakeholder crowd tidak ditemukan. 

Pada stakeholder contest setter 

adalah DINPORAPAR Kabupaten 

Pati. Kemudian Subject meliputi 

pedagang, masyarakat, pemdes dan 

media massa . Terakhir kategori 

player meliputi PPUP, Tresno Segoro 

dan Misaja. 

2. Secara keseluruhan proses kolaborasi 

yang terjadi pada  Pantai Kertomulyo 

dapat dikatakan baik apabila dilihat 

dari segi perubahan yang terjadi pada 



kondisi pantai yang awalnya gersang 

menjadi hijau dan telah menjadi 

tempat wisata secara resmi ditahun 

2017. Kemudian pada tahun 2021 

ikut menyongsong Kabupaten Pati 

dan mendapat nominasi. Akan tetapi 

dalam hal wisata menunjukkan hal 

yang kurang signifikan yag 

didasarkan pada penurunan tingkat 

pengunjung 

B. Saran  

1. Kolaborasi dalam ekowisata 

mangrove Pantai Kertomulyo perlu 

ditingkatkan, terutama dalam aspek 

pariwisata. Meskipun ekosistem dan 

daya tarik wisata sudah memadai, 

kolaborasi yang lebih komprehensif 

diperlukan. Peneliti 

merekomendasikan pembuatan 

program bersama karena sebagian 

besar stakeholder, selain pengelola, 

hanya berfokus pada penanaman. 

Hanya tiga aktor yang berkontribusi 

signifikan dalam pengembangan 

wisata meliputi PPUP, Pokdarwis 

Tresno Segoro, dan Misaja. 

2. Pengelola dan pemdes harus segera 

bersinergi. Tingginya ego dari kedua 

pihak menghambat pengembangan. 

Sinergi antara pengelola dan pemdes 

dapat memberikan dampak signifikan 

pada wisata Pantai Kertomulyo, 

termasuk perbaikan akses jalan yang 

vital untuk pariwisata. 

3. DINPORAPAR memiliki kekuatan 

besar dalam pengembangan 

ekowisata tetapi kepentingannya 

cenderung rendah. Saat ini, peran 

DINPORAPAR hanya sebatas 

pembina dan evaluator teknis. Akan 

lebih baik jika DINPORAPAR 

meningkatkan kepentingannya dan 

menunjukkan tanggung jawab nyata 

dalam memajukan pariwisata Pantai 

Kertomulyo, mengingat jumlah 

pengunjung yang menurun. 

4. Peneliti menyadari penelitian ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut dan 

dijadikan referensi untuk penelitian 

lanjutan yang menganalisis 

kolaborasi stakeholder. 
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